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ABSTRAKSI 
 
 

Pelaksanaan dan perwujudan fungsi zakat merupakan tugas dan tanggung 
jawab bersama, khususnya lembaga zakat yang berfungsi sebagai penghubung 
atau mediator antara muzakki dan mustahiq. Dalam kehidupan sehari-hari masih 
terdapat perbedaan pendapat dikalangan umat Islam terutama para mustahiq, 
tentang adanya bantuan dana bergulir (produktif) dari harta zakat. bagi para 
mustahiq, zakat adalah pemberian cuma-cuma dan tidak dikembalikan karena 
zakat yang telah diberikan adalah milik mustahiq. Para mustahiq masih banyak 
bersifat pasif, hanya menunggu dan menerima bila diberikan. 

Adanya zakat produktif menunjukan bahwa semakin lama Badan Amil 
Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta semakin memiliki manajemen yang 
baik dan sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola zakat. 
Pemberian dana bergulir oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa 
Yogyakarta tentu mempunyai urgensi yang tinggi, patut untuk diteliti dan dikaji. 
Bagaimana pengelolaannya, siapa yang mengelolanya, dari mana sumbernya, 
siapa yang memperolehnya dan syarat serta ketentuan apa yang digunakan dalam 
memberikan bantuan tersebut, serta sejauhmana keberhasilan program tersebut 
dalam mengatasi masalah kefakiran dan kemiskinan sasarannya. Kemajuan dan 
pengembangan ini, selayaknya diiringi pula dengan pengembangan di bidang 
pendayagunaan zakat dan pendistribusian kepada para mustahiq. 

Fenomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang 
zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik 
pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Oleh karena itu memperhatikan 
pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat  Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya 
pemberian dana bergulir (zakat produktif) dimungkinkan akan muncul 
permasalahan-permasalahan antara lain: bagaimana pendayagunaan zakat 
produktif di BAZ D.I.Y dalam perspektif hukum Islam, bagaimana pengawasan 
setelah adanya zakat tersebut. Dalam permasalahan tersebut metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian lapangan, sifat penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif-analitik dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
normatif. Dengan demikian hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian 
untuk permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendayagunaan harta zakat 
untuk program produktif yang dilakukan oleh BAZ D.I.Y belum sesuai dengan 
syar’i, karena dalam mendayagunakan harta zakat hanya terfokus kepada fakir 
miskin saja. Begitu juga dengan pengawasannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah dikatakan, bahwasanya sejak kolonial Belanda bercokol 

dan mengakhiri hidup kerajaan-kerajan Islam di  Indonesia, masalah zakat 

tidak pernah terurus lagi dengan baik, sehingga potensi harta zakat seperti 

tidak bermakna. Hal ini berimplikasi negatif bagi muzakki atau para agniyā’  

dalam menyalurkan harta yang dimilikinya. Karena itu sangatlah tepat bila 

pemerintah mencanangkan gerakan zakat dalam gerakan sadar zakat,1 yang 

diharapkan mampu menggugah kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan 

zakat. Sebab harta benda yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya dimiliki 

oleh pemilik (nisbi) harta tersebut. Namun harta itu juga harus dinikmati oleh 

orang lain,2 melalui cara yang diatur oleh Allah SWT sebagai pemilik mutlak. 

Setiap pemilikan suatu benda selalu ada fungsi sosial (haq al-jamā’ah), karena 

pada dasarnya harta itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia,3 maka 

pemanfaatan harta tersebut harus bisa dirasakan pemegang hak dan dirasakan 

pula oleh orang lain, maka Islam menentukan cara-cara pemanfaatan harta 

tersebut melalui zakat, infak, sadāqah dan wakaf (ZISKAF).4                                                  

                                                
                      1 Naourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, cet. Ke-1, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4. 
 

             2 Al-Ma’arij (70): 24-25. 
 
             3 Al-Baqarah (2): 29. 
 
              4 Ada kesamaan arti dalam kata zakat, infaq, sadaqah dan wakaf, sebagai suatu yang 
menjadi milik seseorang kepada orang lain secara ikhlas yang bertujuan mendapat pahala atau 



 

 

2 

 

Fungsi dan urgensi utama dari ibadah zakat adalah menolong, 

membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, serta penyeimbang 

pemanfaatan harta agar harta itu tidak hanya milik orang–orang kaya saja.5 

Selain itu zakat juga berfungsi membersihkan, mensucikan harta dan jiwa dari 

pemilik harta tersebut. Dengan dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan 

bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal zakat dari kata zakā, 

yang berarti suci, baik, bersih, tumbuh dan berkembang.6 

Syari’at zakat mempunyai sasaran yang multi dimensi yaitu dimensi 

moral, sosial dan ekonomi.7 Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan 

sifat rakus dan tamak dari muzakki kearah pensucian diri dan hartanya. 

Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakan 

tanggung jawab sosial pada muzakki (agniyā’), sedangkan dimensi ekonomi 

berfungsi sebagai penyebaran harta kekayaan agar tidak terjadi penumpukan  

harta pada orang-orang kaya. Untuk itu harta zakat harus diberikan kepada 

yang berhak menerimanya (mustahiq zakāt), yang pada dasarnya untuk 

menghilangkan kemiskinan dan penderitaan pada masyarakat baik yang 

                                                                                                                                 
keridlaan dari Allah SWT, perbedaannya zakat merupakan bentuk pemberian dari seorang yang 
diwajibkan (Imperatif). Maka zakat disebut juga sadaqah wajib atau infaq wajib. Dalam 
pengertian dan pengaturannya zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati serta waktu 
pelaksanaanya. Zakat dibnedakan menjadi dua, yaitu zakat mal (harta benda) dan zakat an-nafs 
(zakat fitrah). Sedang pengertian infaq dan sadaqah tidak bersifat wajib, hanya merupakan anjuran 
yang bersifat luas dan umum, dan tidak ditentukan jenis, jumlah dan pelaksanaannya. 
 
             5 Al-Hasyr (59): 7. 
 

                   6 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakāh, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1412 H/1991 M.), I: 
37. 

 
                   7 Suparman Usman, Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan 

Kualitas Umat, Al-Qalam, No. 74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan 
Kemasyarakatan STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 24.  



 

 

3 

 

bersifat jangka pendek (pemenuhan konsumtif) maupun dalam jangka panjang 

(pemenuhan bersifat produktif) sehingga harta zakat akan terus berkembang. 

Perkembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni 

mustahiq zakat, menuju kemandirian mereka, sehingga pada suatu saat mereka 

tidak lagi jadi mustahiq, bahkan bisa menjadi muzakki. Hal ini senada dengan  

yang disampaikan oleh Nourouzzaman Shiddiqi, bahwasannya dana yang 

terkumpul dari zakat harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir 

miskin dengan cara membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung 

fakir miskin atau mustahiq dan para pengangguran untuk memperoleh 

pekerjaan.8  

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila 

dilaksanakan oleh sebuah lembaga, seperti Badan Amil Zakat sebagai 

organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan 

pendistribusian zakat, agar dana zakat resebut benar-benar dijadikan modal 

kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak 

dan mereka bisa mandiri. Selain itu, Badan Amil Zakat juga harus 

memperhatikan teknik dan manajemen yang lebih sesuai untuk saat ini. 

Perubahan ini sangat penting mengingat adanya tiga hal penting yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan zakat (pengumpulan, pembagian, dan 

pengelolaan), ketiganya harus sejalan agar eksistensi pengelolaan zakat 

semakin hari semakin baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

                                                
              8 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia., hlm. 38. 
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Apalagi Indonesia telah memiliki Undang-undang zakat yaitu Undang-undang 

No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.9 

BAZ D.I.Y sebagai salah satu lembaga zakat yang ada Indonesia, dalam 

mendayagunakan zakat kepada mustahiq kurang merata, menurut bapak Yusuf 

Wibisono selaku sekretaris eksekutif BAZ hanya memberikan zakat kepada 

yang datang langsung dan berdasarkan proposal yang masuk ke BAZ. Pihak 

BAZ sendiri tidak melakukan survey untuk mengetahui apakah orang yang 

datang sebagai mustahiq itu benar-benar membutuhkan dan apakah proposal 

yang masuk untuk meminta zakat benar-benar digunakan untuk yang 

membutuhkannya. Pendayagunaan untuk zakat produktif juga sama, pihak 

BAZ tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap mustahiq dan juga 

tidak adanya pengawasan setelah adanya zakat produktif tersebut, jadi pihak 

tidak mengetahui apakah dengan diberikan zakat untuk modal usaha tersebut 

kehidupan mustahiq telah mengalami perubahan atau sama saja seperti 

sebelum mendapat bantuan dari zakat. 

Fenomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang 

zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, 

baik pengumpulan, pendistribusian, administrasi dan pengelolaan. Semuanya 

masih perlu perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, memperhatikan 

pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y khususnya pemberian 

dana bergulir, dimungkinkan akan muncul permasalahan-permasalahan, antara 

lain bagaimana pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif, apakah 

                                                
                   9 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 9. 
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sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana pengawasan setelah adanya 

zakat tersebut. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, 

penyusun dapat mengambil pokok masalah yang akan dijadikan pokok 

bahasan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan mekanisme pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif 

di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y 

2. Proses pengawasan terhadap zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil 

Zakat (BAZ) D.I.Y 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan mekanisme pendayagunaan zakat untuk tujuan 

produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.  

2. Untuk menjelaskan sejauh mana potensi zakat untuk tujuan produktif bisa 

dikembangkan secara optimal oleh lembaga ‘āmil zakat. 

3. Untuk menjelaskan aspek hukum Islam tentang mekanisme pendayagunaan 

zakat untuk tujuan produktif tersebut sesuai ataukah bertentangan dengan 

prinsip pensyari’atan zakat. 

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :  
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1. Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) 

D.I.Y khususnya dalam rangka pendayagunaan zakat untuk tujuan 

produktif dan menjadi titik tolak usaha meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas peran Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y dalam mendayagunakan 

harta zakat untuk tujuan produktif. 

2. Sebagai bahan perbandingan dan renungan bagi para pengurus Badan 

Amil Zakat (BAZ) D.I.Y di tempat lain, baik yang telah mengembangkan 

hal yang sama maupun yang belum. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pemikiran tentang zakat produktif telah cukup banyak dihasilkan oleh 

para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah kemiskinan 

di negara-negara Islam. Selain itu, pemikiran ini juga merupakan bentuk usaha 

untuk mulai menerapkan ketentuan zakat yang bersifat produktif di 

masyarakat. 

Dalam skripsi Abirotun Najla yang berjudul “Pengaruh Pemberian 

Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus di 

Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)”. Didalam skripsinya ia hanya membahas 

tentang pendapatan yang diperoleh mustahiq setelah diberi bantuan tambahan 

modal dari harta zakat oleh Baitul Maal Muamalat Yogyakarta, apakah 

pendapatannya bertambah dan bisa mencukupi kebutuhannya atau tidak.10  

                                                
                   10 Abirotun Najla “Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Umat (studi kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta),” Skripsi fakultas Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan. 
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Dalam skripsi Ulin Nuha yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Untuk 

Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat)”. Skripsinya memfokuskan bahasannya tentang 

bagaimana sistem penentuan mustahiq, bagaimana pengelolaan zakat, dan 

bagaimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 16 ayat 

(2) UU. No. 38 Tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.11 

Kajian lain dalam skripsi Hosnu El Wafa yang berjudul “Konsep Zakat 

Produktif Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab 

Sabil al-Muhtadin)”. Didalam skripsinya ia membahas tentang pemikiran-

pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-banjari dalam kitab sabil al-Muhtadin 

mengenai pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara produktif untuk para 

mustahiq.12 

Kemudian dalam skripsi Ardi Sucipto yang berjudul “Analisis 

Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan 

Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)”, 

yang menjadi pembahasannya dalam skripsinya tentang analisis tingkat 

pendapatan dan keuntungan yang diperoleh mustahiq dengan adanya zakat 

                                                
                   11 Ulin Nuha “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 

ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat),” Skripsi fakultas Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan. 
 

  
             12 Hosnul El Wafa, “Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad 
al-Banjari (studi kitab sabil al-Muhtadin),” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 2003 tidak dipublikasikan. 
 



 

 

8 

 

produktif tersebut, apakah keuntungan yang diperoleh dapat mencukupi 

kebutuhannya atau sebaliknya.13 

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui 

perundang-undangan yaitu UU. No. 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat (2) tentang 

pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 

berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk 

usaha yang produktif.14 

.Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam menunaikan zakat supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di 

masyarakat. Ide zakat produktif telah diakomodir dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan walaupun masih bersifat minimal dan umum. 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas tentang zakat 

produktif dalam perspektif hukum Islam (studi di Badan Amil Zakat (BAZ) 

Daerah Istimewa Yogyakarta), karena penyusun melihat banyak buku tentang 

zakat, sedangkan karya tulis atau buku yang membahas tentang 

pendayagunaan zakat untuk tujuan  produktif dalam perspektif hukum Islam 

masih sedikit. Pendayagunaan zakat secara tidak langsung akan melibatkan 

‘āmil, karena ‘āmil adalah orang yang menyalurkan zakat.  

Sebagai fungsi ‘āmil zakat perlu untuk dikembangkan menjadi suatu 

badan manajemen zakat, suatu bentuk organisasi, sistem manajemen, dan 

                                                
                   13 Ardi Sucipto, “Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan dan 

Keuntungan Mustahiq (studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto),” Skripsi 
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 tidak dipublikasikan. 

 
            14 Depag RI, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 6. 
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mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban 

membayarkan dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya sehingga 

tercapai tujuan yang lebih maju, yaitu ikut memberantas kemiskinan dan 

kefakiran dengan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga secara 

berkelanjutan ikut meningkatkan kualitas kehidupan umat yang miskin dan 

fakir, dan inilah yang diharapkan oleh umat Islam untuk mendirikan keamilan 

zakat sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teoritik 

 Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah māliyah ijtimā’iyyah 

adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin, karena dari sebagian harta 

zakat itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang 

kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum, juga mengacu 

pada sumber-sumber nilai Islam yang tidak asing bagi kaum muslimin. 

Didalam al-Qur’an Allah berfirman :                                                                                                     


	�آز��  
ه�	��  �
د� 
	�ا��ا ن� ذ�  �	� ��� ���	
      15 

Dalam surat lain juga disebutkan tentang kewajiban zakat, sebagai 

berikut: 


آ�!� ��"��ا ا�!� أ� ة�آ��ا ا��ا��  ة����ا ا���
أ� � 16   ن��#�

                                                
               15 At-Taubah (9): 103. 
 
               16An-Nur (24): 56.  
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Zakat merupakan instrument yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang kurang mampu (mustahiq). Terutama bagi kaum fakir 

miskin, fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 

pekerjaan/mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai 

kekayaan lebih dari orang fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan 

penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih dari kebutuhannya. 

Zakat yang diberikan kepada mereka pun ada dua bentuk, yaitu: 

1. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan 

2. Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. 

Pada kelompok pertama, mereka yang diberi zakat untuk pekerjaannya 

atau untuk saran meningkatkan pekerjaannya, baik yang nilainya kecil 

maupun besar diukur menurut kebutuhannya sejauh mana pekerjaan itu bisa 

mendapatkan keuntungan. Contohnya bagi pedagang, penjaja kue, penjual 

obat mereka diberi zakat untuk modal sesuai dengan kebutuhannya, bagi 

penjahit, tukang kayu dan ahli-ahli keterampilan lainnya, mereka di beri 

peralatan-peralatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan bagi para 

penggarap sawah/tanah diberi modal untuk membeli sebidang tanah yang 

dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahiq. 

Adapun untuk kelompok kedua, yang tidak mempunyai pekerjaan mereka 
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diberi zakat untuk memenuhui kebutuhannya dan keluarganya, bukan sebagai 

modal usaha.17 

Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat ini ada ayat-ayat 

al-Qur’an yang dengan jelas dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah 

ini, yaitu:                                                         

   18  م��#��او �)�"�� ق# م	�ا��ا %$�
 
 

Penyaluran zakat secara produktif ini telah diisyaratkan oleh Ulama-

ulama Fiqh antara lain:  

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk 
seumur galib/pada umumnya (63 tahun). Kemudian masing-masing 
dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan 
menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk kepeluan sehari-hari). 
Bagi pimpinan Negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka 
(tanpa menerima barang zakatnya) sebagaiman hal itu terjadi pada 
petugas perang”. Yang demikian itu bagi fakir yang tidak dapat bekerja. 
Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat 
pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk 
modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil 
dagang tersebut cukup untuk kebutuhan hidup (tanpa mengurangi 
modal).19 
 
Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis di atas memang belum memberikan 

gambaran yang pasti tentang bentuk dari pendayagunaan harta zakat yang 

dikehendaki oleh nas, namun dalam nas tersebut dapat ditangkap suatu 

pemahaman bahwa pendayagunaan zakat yang ideal adalah pendayagunaan 

                                                
           17 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat, Terj Agil 
Husein Al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 1-2. 
 
          18 Az-Zariyaat (51): 19. 
 
           19 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Pengelolaan Zakat Mal bagian Fakir Miskin, 
(Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 65. 
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yang dapat mendatangkan suatu masyarakat muslim yang hidup sejahtera dan 

menimbulkan jiwa gotong royong.20 

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-

masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur’an atau petunjuk yang 

ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad 

atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. 

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber 

hukum Islam setelah al-Qur’an dan Hadis. Apalagi problematika zakat tidak 

pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan 

akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan 

dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan 

dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang 

dihadapi Bangsa.  

Metodologi ijtihad adalah proses ilmiah untuk mendapatkan kebenaran 

secara sungguh-sungguh dengan orientasi pada ajaran Islam, guna menetapkan 

hukum bagi suatu obyek. Adapun sumber norma, nilai dan hukum Islam 

adalah Al-qur’an dan Sunnah, baru kemudian sumber lainnya. Ijtihad tidak 

bisa lepas dari norma, nilai, dan etika Islam yang melekat pada obyek ijtihad.21 

Di samping itu zakat juga merupakan sarana, bukan tujuan karenanya 

dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, karena zakat 

                                                
                  20 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat 

Sejahtera, (Purwokerto: tnp., t.t.), hlm. 13. 
 

            21 Gunawan Moehammad, Metodologi Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 
hlm. 77. 
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termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan 

kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, 

(kapan dan dimana dilaksanakan).22 

Pola umum pendayagunaan zakat harus disesuaikan dengan kehidupan 

masyarakat setempat. Pendayagunaan zakat dikelompokan menjadi empat 

kategori. Pertama, pendayagunaan zakat secara konsumtif tradisional, dalam 

kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk 

dimanfaatkan langsung oleh si penerima. Kedua, pendayagunaan zakat secara 

konsumtif kreatif, dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk 

beasiswa. Ketiga, pendayagunaan zakat secara produktif teradisional, dalam 

kategori ini zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti 

mesin jahit, sapi dan lain sebagainya. Ke-empat, pendayagunaan zakat secara 

produktif kreatif, dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk modal 

usaha yang dapat dipergunakan, baik untuk pembangunan suatu proyek sosial 

maupun untuk menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.23 

Pendayagunaan harta zakat tidak hanya didasarkan pada pendayagunaan 

secara konsumtif, tapi juga harus ditingkatkan efisiensi dan pendayagunaan 

untuk kepentingan sosial secara produktif. Karena zakat juga berfungsi 

sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial 

guna mengurangi kemiskinan.24  

                                                
   22 Asnaini, Zakat Produktfi dalam……., hlm. 78. 

  
   23 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. Ke-1, (Jakarta: UI 

Press, 1998), hlm. 62-63. 
 

               24 Ibid., hlm. 14. 
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Kewajiban zakat menjadi beban yang bersifat doktriner dan normatif, 

moral-spiritual, finansia, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya 

adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beban 

yang bersifat doktriner dan normatif, moral-spiritual, ekonomis, sosial dan 

politik ini, adapat dirinci kepada dua aspek yaitu aspek kebaktian terhadap 

Allah dan amal saleh terhadap masyarakat. 

Aspek ubudiyah ialah bahwa menunaikan zakat adalah 

mempersembahkan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. 

Sedangkan aspek amal saleh terhadap masyarakat mengandung segi “sosial” 

dan “ekonomis”. Segi sosial adalah untuk kemaslahatan pribadi dan 

kemaslahatan umum. Segi ekonomis adalah harta benda itu harus berputar di 

antara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk melindungi nasib orang 

fakir miskin serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. 25 

Pendapat lain mengatakan bahwa, zakat dilihat dari segi sosial seperti 

menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang 

lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil. Zakat 

adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, jaminan 

sosial lebih luas cakupannya karena mencakup kehidupan dan perhubungan 

kemanusiaan secara keseluruhan. Tetapi zakat itu lebih dekat kepada jaminan 

sosial, karena memberi kepada seseorang berdasarkan pada apa yang pernah 

diberikannya. 
                                                                                                                                 
 
              25 Asnaini, Zakat Produktif dalam……, hlm. 43-44. 
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Sedangkan zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si 

pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil 

dari mereka26 dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan juga dapat 

digunakan sebagai modal usaha bagi mustahiq yang memiliki keahlian di 

bidang tertentu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini 

adalah suata bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.27 

Berangkat dari pokok pikiran tersebut diatas untuk memecahkan 

permasalahan pendayagunaan ini harus mempertimbangkan suatu situasi dan 

kondisi kemaslahatan umat yang paling menguntungkan, dengan tujuan untuk 

mewujudkan suatu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Karena bagaimana 

juga hukum itu akan mengikuti kemaslahatan yang lebih besar, dan 

kemaslahatan besar itu harus diutamakan dari pada kemaslahatan yang lebih 

kecil bentuknya.  

Keberadaan pengelolaan zakat dalam hal ini pemerintah atau ūlil amri 

atau badan ‘āmil zakat adalah untuk mengurang penyimpangan dalam 

pembagian pendapatan, sekaligus merupakan satu instrumen untuk memerangi 

kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat lemah, hal ini akan 

terealisir apabila pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat 

sesuai dengan aturan syari’at serta tujuan sosial ekonomi Islam yaitu 

memperkecil jurang kemiskinan dan pengangguran. 

                                                
  26 Yusuf Qaradawi, Hukum Zakat, Terj Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hassanuddin, 

(Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), hlm. 877-878. 
 
  27 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan 

Keuangan Syari’ah, Terj Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2006), hlm. 84. 
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Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran serius yang dapat menjelaskan 

perlunya arti pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

umat kedalam pos-pos pendayagunaan yang memang masih tercakup dalam 

pengertian teks al-Qur’an dan Hadis, dan tentunya konsep-konsep itu 

disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat serta tidak menyimpang 

dari sasaran dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat itu sendiri. Dalam 

kaitanya dengan ini hukum Islam telah menetapkan tujuannya, yaitu sendi 

dasar pokok serta tujuan dari syari’at adalah hikmah dam memelihara 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pada itu fuqahā telah 

membagi hukum Islam ke dalam dua lapangan, yaitu ibādah dan muāmalah. 

Tentang ibadah mereka sepakat nash-lah yang menjadi pedomannya, baik 

maslahatnya, rinciannya dan lain sebagainya. Nalar manusia tidak perlu ikut 

campur dalam masalah perkara tersebut. 28  

Dengan demikian hukum Islam dalam lapangan muāmalah berdasarkan 

prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, 

sedangkan hal-hal yang mendatangkan madarat harus ditinggalkan. Dari sini 

maka jelaslah bahwa dalam lapangan muāmalah, nalar manusia dapat 

berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat 

manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat sekaligus memperkokoh cita-cita dan tujuan syari’at Islam yaitu 

menerima kemaslahatan dan menolak kemadaratan melalui petunjuk nash baik 

dari al-Qur’an dan Hadis. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat di samping 
                                                

                    28 Abd al-wahab khallaf, Masādir at-Tasyri’I al-Islāmi Fi Mā Lā Nassā fi hi, cet. Ke-2, 
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 89. 
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ibadah murni, juga mengandung aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang 

tidak boleh begitu saja dilepaskan dengan kondisi masyarakat yang ada. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka 

disini diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan 

skripsi. Adapun  metode yang akan digunakan sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan 

adalah penggabungan antara penelitian lapangan (Field Research) dan 

penelitian kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder yang 

bersumber dari  bahan pustaka, dengan demikian data primernya adalah 

data yang digali  dilapangan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat deskriptif-analitik, 

dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnya 

fenomena yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat untuk tujuan 

produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y, kemudian setelah disusun 

dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk menemukan, (a) 

pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) 

D.I.Y. (b) Pandangan hukum Islam tentang pendayagunaan zakat untuk 

tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. 
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3. Pendekatan 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah normatif, yaitu cara 

mendekati masalah yang terjadi dilapangan secara empiris, apakah 

masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma 

hukum Islam yang berlaku. 

4. Pengumpula Data 

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan 

di lapangan tentang pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan 

Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. Dari data yang diperoleh melalui observasi 

dilapangan itu, untuk selanjutnya di analisis dengan dibarengi teori-teori 

hukum Islam, yang di kuatkan dengan wawancara kepada para ‘āmil atau 

petugas zakat yang ada dilembaga tersebut. 

b. Interview 

Merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan berupa keterangan 

secara lisan dari seorang informan atau responden serta pengelola dan 

penerima harta zakat tersebut. Dalam metode wawancara ini penyusun 

membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang 

memerlukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa 

catatan, dokumentasi, arsip tentang kiprah Badan Amil Zakat (BAZ) 

D.I.Y. 

5.   Analisis Data 

a.  Induktif: Suatu analisa data yang bertitik tolak pada data yang bersifat 

kasuistik yang terjadi dilapangan. Analisis data secara induktif ini 

penyusun gunakan untuk mengambil data-data yang bersifat individual 

seperti data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi. 

b. Deduktif: Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat 

khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Analisis data secara 

deduktif ini penyusun gunakan setelah mempertemukan antara 

pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) 

D.I.Y dengan konsep-konsep dan teori hukum Islam. 

                                                                                                                                                    

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka 

perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing 

bab terbagi dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar 

belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, 
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skemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah 

pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang 

ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan 

dilajutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum zakat, bab dua ini 

merupakan bahan untuk menganalisa pada bab keempat. Pembahasan pada 

bab kedua ini meliputi, pengertian dan sejarah singkat tentang pensyari’atan 

zakat dan dasar hukumnya, jenis harta yang wajib dizakatkan, tujuan dan 

hakikat disyari’atkannya zakat, syarat wajib zakat, objek penerima zakat yang 

dikenal dengan asnaf delapan. 

Bab ketiga, membahas tentang zakat produktif di Badan Amil Zakat 

(BAZ) D.I.Y yang di dalamnya terdapat dua sub bab yaitu gambaran umum 

Badan Amil Zakat yang meliputi letak geografis, sejarah berdiri, landasan 

hukum, identifikasi, azas, tujuan, sifat dan fungsi,  struktur organisasi, tugas 

dan wewenang, sarana dan prasarana dan pendayagunaan zakat untuk tujuan 

produktif yang meliputi pengertian zakat produktif, pendayagunaan zakat 

untuk tujuan produktif yang meliputi sumber dana zakat produktif,  

penyeleksian calon mustahiq, pendistribusiannya dan pengawasan setelah ada 

pemberian zakat produktif. 

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum Islam 

terhadap zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y, 

yang meliputi mekanisme pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di 



 

 

21 

 

Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y dan bagaimana proses pengawasan terhadap 

zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. 

Bab kelima, penutup, pada bab ini penyusun akan mengambil 

kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuaraikan dan saran-

saran. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 
1.   Mekanisme pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif di 

Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yoyakarta belum sesuai dengan 

syar’i, karena dalam mendayagunakan harta zakat tersebut tidak 

merata, hanya terfokus pada fakir miskin, dan hal itu tidak sesuai 

dengan ayat al-Qur’an yaitu surat at-Taubah ayat 60 tentang 

pendayagunaan zakat kepada 8 golongan. 

2.     Proses pengawasan terhadap pendayagunaan harta zakat untuk tujuan 

produktif di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 

sesuai ajaran Islam, karena tidak adanya pengawasan/survey kepada 

mustahiq yang mendapat modal dari harta zakat tersebut, sehingga 

tidak diketahui apakah harta zakat tersebut benar-benar digunakan 

untuk modal usaha atau tidak. 

B. Saran-saran 
 

1. Bagi BAZ D.I.Y 

a. BAZ D.I.Y harus mensosialisasikan kepada para mustahiq 

mengenai zakat produktif, supaya mustahiq mengetahui 

bagaimana mengelola zakat seperti itu karena zakat produktif 

berbeda dengan zakat konsumtif. 

b. BAZ D.I.Y juga harus melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan zakat produktif oleh mustahiq, supaya harta zakat 
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tersebut tidak selewengkan/disalahgunakan oleh mustahiq dan 

agar dapat diketahui apakah ada perubahan dalam kehidupan 

mustahiq setelah mendapat zakat produktif. 

2. Bagi Mustahiq   

a. Mustahiq harus memahami apa yang dimaksud dengan zakat 

produktif dan bagaimana mengelola zakat tersebut  

b. Mustahiq harus mempunyai kesadaran sendiri terhadap dana 

zakat produktif jangan sampai disalahgunakan. Dan mustahiq 

harus bersikaf aktif apabila pihak BAZ lepas tangan tidak ada 

tindak lanjut setelah memberikan zakat produktif. 
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LAMPIRAN I 

TERJEMAHAN 

 

Hlm FN BAB I 

10 15 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu bersihkan dan mensucikan mereka 

   10 16 Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada 
Rasul, supaya kamu diberi rahmat.  

  11 18 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian 

  
 

Hlm FN BAB II 

23 4 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 

28 15 Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta 
orang-orang yang ruku’. 

29 16 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat: dan yang demikian itulah agama yang lurus. 

31 20 Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, mengutus Mu’az ke 
Yaman. nabi berkata: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa 
tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan 
Allah. Maka apabila mereka mematuhinya, beritahukanlah 
kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada 
mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam. Kalau 
mereka mematuhi beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah 
memerintahkan sebagian dari harta-harta mereka untuk 
bersedekah. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada 
mereka yang fakir. Apabila mereka mematuhimu dalam hal ini, 
maka periharalah akan kedermawanan harta mereka dan takutlah 



akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang 
antara doa mereka dengan Allah. 

33 24 Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada 
mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 

39 33 Tidakkah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima 
taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan 
bahwasannya Allah Maha penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. 

45 42 Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 
hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana 

 

Hlm FN BAB III 

62 6 Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung. 

 

 

Hlm FN BAB IV 

77 6 

Apa saja harta rampasan (Fai’i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk 
Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta 
itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. 

82 14 

Fakir miskin diberi zakat yang cukup untuk biaya sepanjang 
hidupnya menurut ukuran yang biasa. Dengan harta zakat itu 
fakir miskin dapat membelikan tanah/lading untuk fakir miskin 
dengan harta zakat sebagaimana halnya kepada prajurit perang 
(sabilillah). Demikian tadi apabila fakir miskin tersebut tidak 
mempunyai kemampuan dibidang keterampila maka mereka 
diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-
alatnya. bagi mereka yang mempunyai keterampila untuk 
berdagang diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal 
dagang, sehingga keuntungannya dapat dipergunakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak. 

83 15 
Hukum itu berputar bersama ilatnya dalam mewujudkan 
maupun meniadakann hukum. 
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Summa Cum Laude dengan disertasi yang berjudul ”Az-Zakaht wa Asaruha fi 
Hill al-Masyakil al-Ijtima’iyyah” (Zakat dan Pengruhnya Dalam Memecahkan 
Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). 
 
 



Wahbah Az-Zuhaily 
Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily Dilahirkan di kota 

Dar‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan 
ibtida’iyyah dan belajar al-Kulliyah al-Syar’iyyah di Damaskus (1952), Wahbah 
kemudian memerukan pendidikannya di Fakultas Syari’ah Univeritas al-Azhar, 
Mesir (1956). Disamping itu, ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (takhassus 
al-tadris) dari fakultas bahasa arab, dan ijazah al-tadris universitas yang sama.  
Mendapat gelar Lc. dalam ilmu hukum di universitas ‘Ain Syam, gelar Diploma 
dari Ma’had as-Syari’ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar doktor 
dalam bidang hukum pada tauhn1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan 
predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Univeritas Damaskus, dan mengisi 
aktivitasnya menjadi pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang 
fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku-buku, diantara karya 
monumentalnya adalah al fiqh Al islami wa adillah. 
 
Mohammad Daud Ali 

Beliau lahir di Bintang Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 4 April 
1930. Beliau adalah guru besar hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas 
Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Pada 
tahun 1960 beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Masyarakat di Universitas Indonesia, kemudian pada tahun 1971 beliau 
melanjutkan studinya pada The Institute Of Islamic Studies McGill University, 
Montreal Canada. Ia banyak menulis pada surat kabar dan majalah di Jakarta, 
antara lain dalam hukum dan pembangunan dan panji masyarakat. Buku yang 
pernah diterbitkan antara lain: Hukum Islam dan Pembangunan Nasional dalam 
H.M Rasjidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah (1976), 
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (1984), Islam untuk 
Disiplin Hukum, Sosial dan Politik bersama M.T Azhary dan Habibah Daud 
(1986). Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya. 

 
Didin hafidhuddin 

Beliau lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau 
menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, dan S2 di Institut 
Pertanian Bogor. Kemudian beliau mengikuti program diploma Bahasa Arab di 
Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini beliau aktif sebagai dosen IPB, 
Pasca sarjana dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selain itu juga 
menjabat sebagai direktur pasca sarjana Universitas Ibnu Kholdun, pimpinan 
pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albab Bogor, direktur sariah dan Banking 
Institute (SEBI). Ketua Dewan Syariah Dompet Dhu’afa Republika, ketua Dewan 
Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, Anggota Dewan Syariah Nasional 
(MUI), ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah IFI, Bank 
syariah Amanah Ummah Bogor, juga sebagai anggota Dewan Syariah Syarikat 
Takaful Indonesia (STI), Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani 
(PNM), Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dewan Pleno 
Forum Zakat (FOZ). 

 



LAMPIRAN III 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
 

A. Untuk BAZ D.I.Y 

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZ D.I.Y? 

2. Dari manakah sumber dana zakat di BAZ D.I.Y? 

3. Bagaimana cara menentukan mustahiq untuk zakat produktif? 

4. Bagaimana cara penyaluran zakat produktuifnya? 

5. Berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk sekali penyaluran zakat 

produktif? 

6. Berapa bulan sekali dana untuk zakat produktif dikeluarkan? 

7. Penyalurannya untuk program apa saja? 

8. Bagaimana cara pengawasannya terhadap mustahiq sebelum dan sesudah 

mendapatkan bantuan? 

 

B. Untuk Mustahiq 

1. Mengapa anda mengajukan bantuan ke BAZ D.I.Y? 

2. Dalam bentuk apa anda mendapat bantuan dari BAZ? 

3. Berapakah jumlah bantuan yang anda terima dari BAZ? 

4. Bagaimana pengaruh bantuan tersebut terhadap pendapatan anda? 

5. Berapakah jumlah pendapatan yang anda peroleh setelah mendapat 

bantuan dana dari BAZ? 



6. Sebelum mendapat bantuan dari BAZ apakah anda sudah memiliki 

usaha? 

7. Apakah ada pengawasan dari pihak BAZ terhadap usaha anda sebelum 

dan sesudah anda mendapatkan bantuan?  

 

 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN IV 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Nama   : ENI SURYANI 

NIM   : 03380419 

Fakultas  : Syari'ah 

Jurusan  : Muamalat 

Tempat/tgl lahir : Karawang, 27 Agustus 1984 

Alamat                        : Jarong Wetan, Kiara 04/02, Cilamaya Kulon,            

Karawang 41384 

 

Orang Tua 

 Ayah  : H. Mukhtar (Alm) 

 Ibu  : Hj. Aisyah 

 

 

Riwayat Pendidikan 

 MI I Cilamaya Kulon Lulus 1997 

 SDN Kiara II Cilamaya Kulon Lulus 1997 

 MTsN I Cilamaya Wetan Lulus 2000 

 SMUN I Telagasari Lulus 2003 

 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 





















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


	HALAMAN JUDUL 
	NOTA DINAS 
	PENGESAHAN 
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	ABSTRAKSI
	PERSEMBAHAN
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	LAMPIRAN I TERJEMAHAN
	LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA
	LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA
	LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE
	SURAT-SURAT IZIN, dll




